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BAB  V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

          Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, setelah melalui tahap 

pengumpulan data, pengolahan data, analisis data dan yang terakhir interpretasi hasil 

analisis mengenai dampak dimensi keadilan pajak pada perilaku kepatuhan Wajib 

Pajak Orang Pribadi, maka dihasilkan kesimpulan bahwa: 

1. General fairness berpengaruh terhadap tax compliance Wajib Pajak Orang 

Pribadi di kota Tasikmalaya secara signifikan. 

2. Tax rate structure tidak berpengaruh terhadap tax compliance Wajib Pajak Orang 

Pribadi di kota Tasikmalaya. 

3. Persepsi tax fairness berpengaruh terhadap tax compliance Wajib Pajak Orang 

Pribadi di kota Tasikmalaya. Semakin Wajib Pajak menganggap sistem 

perpajakan adalah adil, maka semakin Wajib Pajak menjadi patuh untuk 

memenuhi kewajiban perpajakannya. 

  

5.2 Saran 

          Berdasarkan simpulan di atas, maka dapat dirumuskan saran-saran untuk 

penelitian selanjutnya antara lain: 

1. Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjadi responden dalam penelitian ini tidak 

diklasifikasikan menurut jenis-jenis usahanya. Diharapkan penelitian selanjutnya 
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mengidentifikasikan responden Wajib Pajak Orang Pribadi ke dalam 

pengklasifikasian menurut jenis-jenis usahanya. 

2. Adapun kelemahan dari penelitian ini adalah jumlah sampel yang sangat terbatas 

oleh karena penelitian hanya dilakukan di daerah Tasikmalaya sehingga kurang 

dapat mewakili Wajib Pajak Orang Pribadi secara keseluruhan. Oleh karena itu, 

diharapkan penelitian selanjutnya dapat memperluas wilayah yang dijadikan 

sampel. 

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti dengan variabel bebas selain 

dimensi keadilan pajak yang mungkin memiliki pengaruh pada perilaku 

kepatuhan pajak, serta menambahkan dimensi-dimensi keadilan pajak lain yang 

mungkin memiliki pengaruh pada perilaku kepatuhan pajak. 

4. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan objek selain Wajib Pajak Orang 

Pribadi, misalnya Wajib Pajak Badan. 


